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“ Semua yang terasa sulit, akan bisa terlewati apabila terus berusaha dan selalu 
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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN OVER 

DIMENSION DAN OVERLOAD (ODOL) YANG MENGAKIBATKAN 

KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 

TAHUN 2009 

 

ERLIN 

502019351 

Dewasa ini angkutan barang melalui jalur darat masih sangat mendominasi logistik 

di Indonesia atau mencapai 90 persen dari total moda transportasi barang. 

Sementara keberadaan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau sering 

dikenal dengan istilah over dimension over load (ODOL) menjadi salah satu 

permasalahan yang sering dijumpai dijalan raya maupun dijalan Tol. Keberadaan 

kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL) 

dinilai menjadi salah satu potret permasalahan utama yang ada di sektor angkutan 

barang di Tanah Air. Pemakaian kendaraan jenis ODOL untuk pengangkutan 

barang di jalan raya menyebabkan dampak permasalahan sektor transportasi serta 

menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan dan 

jembatan hingga kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan 

kerugian material. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan 

hukum terhadap pengemudi kendaraan over dimension dan overload serta sanksi 

yang tepat sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu 

menekankan pada aspek–aspek hukum, dengan cara mempelajari data kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-

buku, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan over 

dimension dan overload  dapat berupa sanksi tilang, transfer muatan hingga sanksi 

pidana. Serta pemerintah dan penegak hukum juga telah mempersiapkan penerapan 

Zero ODOL. Serta Sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan over dimension 

dan overload  yaitu terdapat dalam Pasal 277 dan Pasal 307 Undang-Undang No 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kemudian terhadap 

pengemudi kendaraan over dimension dan overload yang mengakibatkan 

kecelakaan lalu lintas mulai dari yang menyebabkan kerugian materil, luka ringan 

sampai kematian diatur dalam Pasal 310  Pasal 311 Undang-Undang No 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.  

Kata kunci: Penegakan Hukum, pidana, kendaraan over dimension dan overload, 

kecelakaan lalu lintas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mengekang hawa nafsu untuk 

mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan itu yang memberikan 

batasan-batasan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh 

untuk dilakukan oleh manusia. Peraturan-peraturan itu memberikan petunjuk bagi 

setiap manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang muncul dan 

berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat bersifat mengatur dan memaksa, 

yang bertujuan untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan 

hukum atau kaidah hukum. 

Pada dasarnya hukum harus dapat menjadi cerminan perubahan moralitas 

sosial. Dengan demikian, hukum di sini dapat mewujudkan tiga dari tujuan hukum 

yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.1  

Hukum merupakan ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yang 

kompleks dari prinsip-prinsip, norma- norma, ide-ide, kebiasaan-kebiasaan dan 

aturan-aturan yang diharap mampu mengatur tatanan kehidupan sosial.2 

 

 

                                                           
1 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 69 
2 T.O. Ihromi, 2001, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta, hlm. 149 
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Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep rechsstaat dengan 

bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law.3 

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan mendefenisikan Lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu 

lintas jalan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan ruang lalu 

lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, 

orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Selanjutnya, 

transportasi merupakan kegiatan perpindahan barang dan penumpang dari satu 

tempat ke tempat lain. 

Pada era globalisasi ini kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan teknologi 

yang salah satunya merupakan alat transportasi berupa kendaraan bermotor. 

Manusia berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak 

negatifnya.4 

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi 

daya angkut diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sedangkan ketentuan pidananya 

terdapat pada Pasal 307, Undang-Undang tersebut memuat ancaman pidananya. 

Lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) mempunyai peran 

strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian 

dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD NRI Tahun 1945). Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, 

LLAJ harus terus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan 

keamanan, kesejahteraan, serta ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam 

rangka mendukung pembangunan ekonomi.5 

                                                           
3 Ni’matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 74 
4 Amoro Achmadi, 2011,  Filsafat Umum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.19 
5  Lambang Antono, 2022. Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan 

Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin 

Indonesia, Vol 1 No 11: 1721 
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Penyelenggaraan LLAJ, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU tentang 

LLAJ) yang di dalamnya mengatur beberapa ketentuan yang diantaranya adalah 

terkait dengan tujuan penyelenggaraan LLAJ, pembagian kewenangan di antara 

instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pengaturan terhadap hal-hal yang 

bersifat teknis operasional LLAJ, prasarana LLAJ, serta upaya pembinaan, 

pencegahan, pengaturan, dan penegakkan hukum. Dalam UU tentang LLAJ 

disebutkan bahwa ada tiga tujuan diselenggarakannya LLAJ, yaitu: terwujudnya 

pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda 

angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan 

umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung 

tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 

terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Angkutan (transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu 

tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). 

Namun, di lapangan masih ditemukan bahwa angkutan kurang memperhatikan 

keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) 

barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih 

rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, 

atau keduanya dijejalkan ke dalam kendaraan yang ada. Transportasi merupakan 

pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (dari mana kegiatan 

pengangkutan diakhiri), sehingga transportasi adalah bukan tujuan untuk 

menanggulangi kesenjangan jarak dan waktu. Dalam kegiatan produksi, 
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perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya, jasa transportasi merupakan 

salah satu faktor masukan. Sementara permasalahannya sendiri berkembang sangat 

pesat.  

Angkutan itu sendiri pada dasarnya merupakan sarana untuk memindahkan 

orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau 

kelompok untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirim 

barang dari tempat asal ke tempat tujuan. 

Dewasa ini angkutan barang melalui jalur darat masih sangat mendominasi 

logistik di Indonesia atau mencapai 90 persen dari total moda transportasi barang. 

Sementara keberadaan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau sering 

dikenal dengan istilah over dimension over load (ODOL) menjadi salah satu 

permasalahan yang sering dihadapi oleh penyelenggara jasa angkutan umum. 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (2021) menyatakan bahwa untuk 

mengatasi masalah tersebut diperlukan kebijakan yang tepat agar penyelenggaraan 

angkutan barang berjalan aman, selamat, lancar dan tertib. 6 

 

Permasalahan angkutan barang terkait kendaraan ODOL seringkali 

meresahkan sebab dampak yang ditimbulkan juga tidak ringan. Kendaraan / 

angkutan ODOL menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti penurunan umur 

jalan, patahnya jembatan atau kecelakaan. Perlu adanya kesadaran dan komitmen 

dari masyarakat serta stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan ODOL 

mengingat ODOL akan berdampak langsung terhadap pemilik/ pengemudi 

angkutan seperti penurunan kecepatan dan tingginya biaya operasional. Untuk itu 

diperlukan upaya untuk mempertahankan umur jalan, menghindari kerusakaan dini 

jalan, menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang serta 

                                                           
6 Nengah Widiangga Gautama dkk, 2022.  Sosialisai Zero Over Dimension Over Loading 

(ODOL) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota 

Denpasar. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdi (JKPM 

Senyum), Bali, Vol 2 No 1:9-10 
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menurunkan biaya operasional.  

Keberadaan kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over 

loading (ODOL) dinilai menjadi salah satu potret permasalahan utama yang ada di 

sektor angkutan barang di Tanah Air. Pemakaian kendaraan jenis ODOL untuk 

pengangkutan barang di jalan raya menyebabkan dampak permasalahan sektor 

transportasi serta menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari kecelakaan lalu lintas 

hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Truk yang kelebihan muatan 

menyebabkan kerusakan jalan dan dapat mengurangi umur jalan secara signifikan 

yang berujung pada meningkatnya biaya perbaikan jalan. Setiap tahun negara harus 

mengeluarkan biaya 43 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk 

obesitas. Kelebihan muatan berdasarkan penelitian yang dilakukan bisa mengurangi 

sepertiga umur jalan kalau misalnya desain jalan itu 10 tahun, karena adanya ODOL 

umur jalan menjadi hanya tiga tahun. Dampak kerusakan yang ditimbulkan ODOL 

juga tidak sepele mulai dari kerusakan jalan, patahnya jembatan, hingga kecelakaan 

truk (pada siang atau malam hari). Permasalahan akibat ODOL lainnya yakni 

menurunnya kualitas pelayanan transportasi akibat terjadinya perlambatan laju 

kendaraan karena penurunan kecepatan, meningkatnya biaya operasional karena 

waktu tempuh perjalanan menjadi lama dan kendaraan cepat rusak, serta masalah 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material.7 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu kiranya ada solusi alternatif 

sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan pihak pemerintah selaku 

                                                           
7  Lambang Antono, 2022, Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan 

Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin 

Indonesia, 2022, Vol 1 No 11: 1722 
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pelaksana eksekutif dalam mengimplementasikan persoalan muatan angkutan 

barang di jalan. Kebijakan ODOL dalam mengatasi persoalan sampai saat ini masih 

dirasakan ketimpangan dan kerugian bagi para pengangkut barang, pemilik barang 

dan jasa. 8 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

PENGEMUDI KENDARAAN YANG OVER DIMENSION DAN OVERLOAD 

(ODOL) YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009. " 

 

A. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pemasalahan yang akan diteliti 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan over 

dimension dan overload yang mengakibatkan kecelakaan menurut Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

2. Bagaimanakah sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pengemudi kendaraan 

over dimension dan overload yang mengakibatkan kecelakaan menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? 

 

 

 

                                                           
8 ibid 
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B. Tujuan Penelitian 

    Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

a. Penegakan hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan over dimension 

dan overload menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

b. Sanksi Pidana pidana yang diberikan kepada pelaku pengemudi kendaraan 

over dimension dan overload yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

 

C. Kerangka Konseptual 

1. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota 

pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum 

dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum. 

2. Hukum Pidana 

Pengertian pidana (straf) dalam arti terminologi yaitu hukum yang 

dijatuhkan terhadap yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan 

putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Soedarto mengemukakan 

pengertian pidana bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan 

yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah 

reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa  yang sengaja ditimpakan 
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negara pada pembuat delik itu. Pemberian nestapa atau penderitaan yang 

sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang 

tidak lain dimaksud agar orang itu menjadi jera9 

3.   Kendaraan Over Dimension dan Overload 

 Kendaraan over dimension adalah kondisi dimana dimensi kendaraan tidak 

sesuai dengan standar produksi pabrik atau merupakan hasil modifikasi, 

sedangkan kendaraan overload adalah kondisi dimana kendaraan 

mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. 10 

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan 

sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, 

Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.  Lalu Lintas adalah 

gerak  kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angkutan adalah 

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 

 

 

                                                           
9 Lasmarito Sinaga Rira, 2014, Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta Dalam 

Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat pembebasan Bersyarat, 

(Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. hlm 5.  

 
10  Enggar Oktarinda, Nuzul Barkah Prihutomo, Eka Olivia Maulani, 2020, Analisis 

Pengaruh Kendaraan ODOL Dalam Pengaruh Kecelakaan Di Jalan Tol, Contruction and Material 

Journal, Volume 2 No 1. 



9  

 
  

4. Kecelakaan Lalu Lintas 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan 

bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian 

harta benda.  

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

sistematika dan pemikiran tertentu untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan 

menganalisis dan mempelajari gejala hukum guna menjawab permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum yang bersangkutan. 11  

Sederhananya metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode ilmiah.  

Penulisan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang ada, dibutuhkan 

suatu pendekatan ilmiah yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas. Adapun metode yang penulis gunakan antara 

lain sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini spesifikasi penelitian yang di gunakan bersifat Deskriptif 

Analitis yaitu berusaha menggambarkan, menelaah lebih baik mengenai 

permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian menyusun dan 

                                                           
11 Zainudin Ali, 2016. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.18 
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menganalisa permasalahan tersebut. Metode pendekatan utama yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu 

penelitian yang menekankan pada aspek–aspek hukum, dengan cara 

mempelajari bahan–bahan hukum primer dan hukum sekunder, yang mana 

berhubungan dengan kepustakaan atau Library Research yaitu data 

kepustakaan yang diambil melalui penelitian kepustakaan yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, 

publikasi, dan hasil penelitian terdahulu, yang nantinya dijadikan pedoman 

dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas.  

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif 

merupakan data yang bentuknya non numerik atau sulit untuk diubah ke 

dalam bentuk numerik. Biasanya data ini akan banyak digunakan untuk 

mengangkat fenomena sosial. Penelitian ini mengacu pada norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 

dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta 

sumber lainnya. 

3. Sumber Data  

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan 

mempunyai kekuatan mengikat secara normatif berupa peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan 
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penelitian. Seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di 

Jalan, putusan pengadilan.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan 

hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri 

dari buku-buku literatur, artikel, hasil  penelitian dan karya ilmiah 

lainya yang berhubungan dengan penelitian ini 12   

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk 

menopang serta memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan tersebut diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, 

penelusuran di internet atau dari sumber lainnya        

3. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di 

tempuh prosedur sebagai berikut : 

Studi Kepustakaan, Studi ini di lakukan dengan mengumpulkan 

data dari berbagai literatur-literatur seperi buku-buku, perundang-

                                                           

12 Ashshofa, 1996 ,Metode Penelitian Hukum, Pt. Rineka Cipta, Jakarta . hlm. 103. 
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undangan, pendapat ahli, serta dokumen lain yang ada kaitan nya 

dengan pokok permasalahan penelitian13 

4. Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, yang 

artinya menguraikan data secara teratur, sistematis, logis, tidak 

tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interprestasi data 

dari pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, hasil dari sumber hukum 

tersebut dikontruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan 

logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada 

masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal 

yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Riska Ramdha ,2019, Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi 

Perkembangan Remaja,Jakarta, Vol :5 No 2 hlm 124 
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F.   Sistematika Penulisan 

  Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan 

obyek penelitian, yaitu : Pengertian penegakan hukum, hukum 

pidana, kendaraan over dimension dan overload, lalu lintas dan 

angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas.  

BAB III PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dari permasalahan yang diteliti yaitu penegakan hukum  

pengemudi kendaraan over dimension dan overload yang 

menyebabkan kecelakaan serta  sanksi pidana yang diberikan kepada 

pengemudi kendaraan over dimension dan overload yang 

menyebabkan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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